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PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa Penerintah tel ah nenut uskan unt uk nenghenti kan dan nel arang per edar an
mata uang "Malayan Dollar"” dalam daerah Kepulauan Rau yang neliputi
Kewedanaan Tanjung R nang Lingga, Karinmun dan Pul uh Tuj uh dan nenet apkan
untuk kepul auan tersebut berlakunya nmata uang rupiah khusus (KR Rp.)
disanping nmata uang rupiah yang berlaku didaerah Republik |ndonesia
| ai nnya;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

2. Peraturan Penerintah No. 200 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961
No. 239) tentang Peraturan Gji Pegawai Negeri S pil Republik
| ndonesi a;

3. Peraturan Penerintah No. 202 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961
No. 241) tentang Peraturan Gaji Polisi Negara;

4. Peraturan Penerintah No. 210 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961
No. 251) tentang Kenaikan Gyi Pokok P.GM-1956 dan perubahan
tunj angan bagi Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ("P.GM -
1956/ 1961") ;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 1961 (Lenbaran-
Negara tahun 1961 No. 286) tentang Kedudukan dan penghasilan Kepal a
Daer ah;

6. Peraturan Penerintah No. 44 tahun 1952 (Lenbaran-Negara tahun 1952
No. 72) tentang penunjukan Daerah di Indonesia dimana uang Asing
dapat diterinma sebagai al at penbayaran yang sah dengan nenyanpai kan
al at penbayaran | ndonesi a yang sah;

7. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata
Republ i k 1 ndonesi a/ Pangl i na Besar Komando Tertinggi (perasi BEkonom
tanggal 21 Septenber 1963 No. 1/KOICE tahun 1963 tentang
Dedol | arisasi di Kepul auan R au;

8. Penet apan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun 1963 Nb.
98) tentang Satuan Uang Rupiah yang khusus berlaku untuk daerah
tingkat Il Kepul auan R au;

Mermut uskan:

Dengan nenbat al kan segal a ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan
Presiden ini;

Menet apkan :
Peraturan Penbayaran Gaji Pegawai Negeri S pil Anggota Kepolisian Negara,
Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Penjabat-penjabat Negeri



lainnya di Daerah Kepulauan R au yang neliputi Kewedanaan Tanjung P nang,
Li ngga, Karinun dan Pul uh Tuj uh.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri S pil, Anggota Kepolisian Negara, Anggota
Angkat an Perang Republik Indonesia dan penjabat Negeri |ai nnya yang
bertenpat kedudukan di/di pi ndahkan daerah Kepulauan R au yang
nel i puti Kewedanaan Tanjung PFinang, Lingga, Karinun dan Pul uh Tuj uh,
diberikan gaji dan lain-lain penghasilan nenurut peraturan gaji yang
berl aku bagi gol ongan masi ng-nasi ng, dengan ketentuan, bahwa kepada
nereka itu tidak diberikan tunjangan istri suam dan tunjangan
kenahal an unum sebagai di naksudkan pada ayat (1) pasal 8 dan pasal 9
"P.GP.N- 1961 "

(2) Angka gaji dan lain-lain penghasilan ternaksud pada ayat (1)pasal ini
di nyat akan dal am nata uang rupi ah (Rp.).

Pasal 2.

Penbayaran gaji dan |ain-1ain penghasilan nenurut ketentuan
pasal 1 peraturan ini dilakukan dal am nata uang rupi ah Kepul auan R au (KR
Ho) nenur ut ket entuan sebagai beri kut :
Untuk jum ah Rp. 500, - - Untuk tiap Ro. 100, - yang pertana:
di bayarkan KR Rop. 50, -

2. Untuk jumah Rp. 500, - - Untuk tiap Rp. 100, - yang kedua :
di bayarkan KR Rp. 40, -
3. Untuk junm ah di atas - Untuk tiap-tiap Ro. 100, -
Ro. 1.000, - di bayarkan KR Rop. 20, -
Pasal 3.

Hal -hal nengenai pel aksanaan atau yang belum ditentukan dal am
peraturan ini ditetapkan oleh Menteri yang di serahi urusan pegawai setel ah
nendengar Menteri Wusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan.

Pasal 4.
Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal 15 Cktober 1963.
Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Cktober 1963.

Presi den Republ i k | ndonesi a,
ttd.

SUKARNQ



O undangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Cktober 1963.
Sekretari s Negar a,

ttd.
AW SURIQAD N NGRAT S H
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UMM

H ngga dewasa ini penbayaran gaji (dan lain-lain pengeluaran yang
nenber at kan Mata Anggaran Belanja Pegawai dari Anggaran Bel anja Negara)
di daerah Kepul auan R au yang neliputi Kewedanaan Tanjung P nang, Lingga,
Kari mun dan Pul uh Tujuh (yaitu daerah juru bayar Tanjung Pinang) dilakukan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R 1., yang terakhir tanggal 27
Septenber 1961 No. 111/1/52/9/P.K N, dalamnata uang "Ml ayan Dol | ar".

Ber hubung dengan Keput usan Penerintah untuk nenghenti kan dan nel arang
peredaran "Ml ayan Dollar" dalam Kepulauan tersebut dan sel anjutnya
nenet apkan mata uang khusus (KR Ro.) yang disanping nmata uang rupiah
(Ro.), berlaku khusus untuk daerah Kepul auan tersebut dianggap perlu untuk
nengubah dan nenet apkan kenbal i peraturan penbayaran gaji nenurut keputusan
Menteri Keuangan tersebut diatas.

PASAL DEM PASAL
Pasal 1

"Yang di maksudkan dengan penjabat Negeri |ainnya" adal ah unpanmanya
penj abat Kepala Daerah tingkat |l yang bertenpat kedudukan di 1bu Kota
Kabupat en Tanj ung Pinang, yang gaji dan |ain-lain penghasil annya dit et apkan
dal ampasal 2 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 17 tahun
1961 (Lenbaran- Negara tahun 1961 No. 286).

Pasal 2

Dal am nenghitung junmtah KR Rp. yang dapat di bayarkan kepada yang
bersangkutan, naka dalam junmtah Rp. 500,- pertama, Ro. 500, - kedua dan
jumah diatas Rp. 1.000, - di masukkan gaji pokok, dan |ain-1ain penghasilan
(seperti tunjangan anak, tunjangan representasi dan sebagainya) yang
nenurut peraturan gaji nasing-nasing, dengan nengingat akan ket entuan-
ketentuan peraturan ini, dapat diberikan kepada yang ber sangkut an.



Pasal 3
Qukup | el as.
Pasal 4

Qukup | el as.
Ter nasuk dal am Lenbar an- Negara Tahun 1963 No. 99

Menget ahui :
Pej abat Sekretaris Negara,

Ttd.
A W SURICAD N NGRAT (S H).
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